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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, baik melalui
kepustakaan, wawancara, dan anaisa pada bab sebelumnya, maka penulis
menarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam
penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Peneragpan kode etik advokat Indonesia terhadap kinerja advokat kurang
efektif, sehingga belum mampu menjadi sarana kontrol untuk mengawasi
advokat dalam menjalankan profesinya. Secara umum hambatan pelaksanaan
kode etik advokat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

a. Kurangnya kesadaran advokat untuk memahami subtans muatan yang
diatur dalam Kode Etik Advokat.

b. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi advokat terhadap
anggotannya atas pel aksanaan kode etik profesi advokat.

c. Faktor budaya advokat yang membela sesama teman sgawat yang
mel akukan pelanggaran kode etik.

d. Terpecahnya organisasi advokat yang menimbulkan lahirnya berbagai
macam organisasi advokat.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan advokat

dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti :
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a. Meakukan pengawasan secara terus menerus yang dilakukan oleh
organisasi advokat terhadap anggotanya.

b. Melakukan pembenahan pengurusan organisass dan melakukan
penyempurnaan kode etik advokat secaraterus-menerus.

c. Mempererat rasa saling mengawasi dikalangan teman sejawat advokat.

B. SARAN
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran
sebagai berikut :

1. Advokat dan organisasi advokat perlu berbenah diri, dengan cara bersama
sama berusaha untuk membenahi organisasi advokat menjadi lebih baik lagi,
bukan malah menyalahkan atau mengambil tindakan keluar dari organisasi
dan masuk atau membentuk organisasi advokatnya sendiri. Advokat yang
diberikan sanksi oleh organisasi harus bertanggung jawab atas kesalahannya,
dengan cara mau menerima sanks  yang diberikan atas kesalahannya sendiri,
karena yang menentukan efektifnya atau tidak efektif kode etik profesi
advokat adalah advokat itu sendiri.

2. Pemerintah harus untuk lebih serius menangani kasus terpecah belahnya
organisas advokat dengan memberikan sikap yang tegas untuk menyatakan
organisas mana sagjakah yang memenuhi syarat untuk dinyatakan sah sebagai
wadah tunggal, bukan malah membiarkan lahir berbagai macam organisasi.
Pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas seperti pemecatan selamanya

dari jabatan advokat bukan pemecatan dari keanggotaan organisasi advokat
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terhadap advokat yang melakukan pelanggaran berat kode etik, sehingga
advokat tersebut tidak mudah keluar dari satu organisasi untuk masuk ke

organisas yang lain.
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